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PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, sumber segala ilmu
dan hikmah, yang telah mengilhamkan kesadaran akan pentingnya merajut
benang-benang keilmuan yang kerap terpisah. Buku yang hadir di tangan
pembaca ini adalah buah dari sebuah perjalanan dialog panjang dan kolaborasi
intens antara tiga bidang disiplin yang, dalam banyak hal, dipandang berjalan
pada lintasan paralel: Pendidikan Agama Islam (PAI), llmu Hukum, dan
Teknologi Informasi (TI). Kolaborasi ini lahir dari keprihatinan sekaligus
optimisme kami sebagai praktisi akademik dan profesional yang menyaksikan
langsung bagaimana gelombang disrupsi teknologi—yang sering kali datang
tanpa buku manual etika—menggetarkan fondasi nilai, mengacak-acak norma
hukum yang ada, dan menantang cara kita mendidik generasi muda.

Latar belakang penulisan buku ini berakar pada pengalaman konkret
kami bertiga. Pertama, sebagai seorang dosen Pendidikan Agama Islam,
penulis pertama hidup dalam dunia yang berusaha menanamkan dan
menginternalisasi nilai-nilai transendental (akhlag al-karimah, magashid
syariah) ke dalam karakter mahasiswa. Tantangan yang dihadapi adalah
semakin mengerutnya ruang aplikasi nilai-nilai luhur itu dalam kehidupan riil
mahasiswa yang justru tengah bergelut dan terkadang tenggelam dalam dunia
digital yang serba cair. Kedua, sebagai dosen sekaligus praktisi hukum
(lawyer), penulis kedua bergulat setiap hari dengan kompleksitas regulasi,
penegakan hukum, serta paradoks yang muncul: hukum positif seringkali
tertatih-tatih, bahkan tertinggal beberapa langkah di belakang inovasi
teknologi. Kasus-kasus seperti sengketa hak kekayaan intelektual di platform
digital, pelanggaran privasi data, atau ujaran kebencian online menunjukkan
betapa hukum butuh fondasi etika yang kokoh agar penegakannya tidak
mekanistik dan kehilangan ruh keadilan. Ketiga, sebagai praktisi Teknologi
Informasi, penulis ketiga membawa pemahaman teknis operasional tentang
bagaimana teknologi dirancang, diimplementasikan, dan dampak sistemik
yang dihasilkannya. Perspektif ini penting untuk menghindari analisis yang
mengawang-awang dan memastikan diskusi etika dan hukum menyentuh
arsitektur teknis yang sesungguhnya.

Ketiga kepakaran ini bersimpuh dalam satu keyakinan: bahwa tantangan
era Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0 tidak bisa dijawab dengan
pendekatan sektoral yang terkotak-kotak. Kita tidak bisa hanya mengandalkan



solusi teknis (technology fix), pendekatan hukum yang represif (legalistic
approach), atau wejangan agama yang doktriner tanpa memahami konteks
teknologisnya. Di sinilah urgensi integrasi trilogi Etika (berbasis Agama),
Hukum, dan Teknologi Informasi menemukan momentum kritisnya. Disrupsi
teknologi bukan sekadar persoalan alat; ia adalah persoalan nilai (value-
laden). Setiap algoritma, setiap kebijakan pengumpulan data, setiap platform
media sosial dibangun atas pilihan-pilihan nilai tertentu—sering kali nilai
efisiensi, engagement, dan profit—yang mungkin mengabaikan nilai keadilan,
privasi, dan kebajikan manusiawi.

Integrasi ini mendesak karena beberapa alasan. Pertama, kesenjangan
etika (ethics gap) dalam inovasi teknologi. Kecepatan perkembangan
Acrtificial Intelligence (Al), Internet of Things (IoT), dan big data analytics
telah jauh melampaui kemampuan kita sebagai masyarakat, termasuk para
agamawan dan ahli hukum, untuk merenungkan, merumuskan, dan
menginternalisasi norma etis yang sesuai. Kita terengah-engah, bereaksi
setelah masalah muncul, alih-alih membangun kerangka proaktif. Kedua,
ketertinggalan regulasi (regulatory lag). Hukum, oleh sifatnya, adalah produk
yang merespons realitas yang telah terjadi. Sementara teknologi menciptakan
realitas baru dengan kecepatan eksponensial. Integrasi dengan etika agama—
yang bersumber pada prinsip-prinsip universal (kulliyyat al-khams)—dapat
memberikan compass atau kompas moral untuk mengarahkan pembuatan
hukum yang lebih futuristik dan berprinsip, bukan hanya teknis. Kedua, krisis
makna dan Kkarakter dalam pendidikan. Pendidikan tinggi, termasuk
pendidikan agama Islam, dihadapkan pada pertanyaan mendasar: bagaimana
menghasilkan lulusan yang tidak hanya tech-savvy tetapi juga value-driven?
Bagaimana membentuk profesional hukum yang tidak hanya paham pasal,
tetapi juga memiliki integritas moral yang dalam? Integrasi trilogi ini
menawarkan pendekatan pendidikan holistik yang membekali mahasiswa
dengan hard skills teknis dan hukum, serta soft skills etika dan spiritualitas
yang tangguh.

Buku “Ethico-legal (moral hukum) Studies dalam Pendidikan Islam:
Pendekatan Interdisipliner untuk Generasi Era Society 5.0” hadir dengan
beberapa tujuan dan kontribusi yang ingin diberikan kepada khazanah
keilmuan, khususnya di Indonesia.
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Bagi dunia akademik (khususnya mahasiswa S1/S2), buku ini bertujuan:
Mengisi Ruang Kosong Literatur Interdisipliner, menyediakan referensi
sistematis yang mengintegrasikan tiga bidang besar yang biasanya
diajarkan terpisah. Buku ini menjadi jembatan antara teori-teori klasik
Islam, doktrin hukum positif, dan konsep-konsep teknologi mutakhir;
Mengembangkan Kerangka Berpikir Kritis dan Integratif, melatih
mahasiswa—baik dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Hukum,
Teknologi Informasi, maupun sosial humaniora lainnya—untuk
menganalisis suatu fenomena kontemporer (misalnya, deepfake,
perdagangan data, atau cryptocurrency) dari tiga sudut pandang
sekaligus. Ini melatih kelenturan intelektual (intellectual agility) yang
sangat dibutuhkan di dunia kerja masa depan;

Menjadi Buku Ajar dan Acuan, dirancang untuk dapat diadopsi sebagai
buku ajar pendamping atau utama dalam mata kuliah seperti “Filsafat
Pendidikan Islam Kontemporer”, “Hukum dan Etika Teknologi”, “Cyber
Law”, “Studi Islam Interdisipliner”, atau mata kuliah baru yang
dirancang khusus seperti “Etika Digital dalam Perspektif Islam”;
Merangsang Riset Lanjutan, setiap bab menyisakan pertanyaan-
pertanyaan reflektif dan celah penelitian yang dapat dikembangkan
menjadi skripsi, tesis, atau disertasi. Buku ini ingin membuka pintu bagi
riset-riset kolaboratif multidisiplin di perguruan tinggi.

Bagi masyarakat luas, kontribusi buku ini diharapkan dapat:
Meningkatkan Kesadaran Etiko-Legal Digital (Digital Ethico-legal
(moral hukum) Literacy), memberikan pemahaman kepada orang tua,
pendidik, aktivis masyarakat, dan pengguna teknologi umum tentang
hak, kewajiban, dan tanggung jawab moral mereka di ruang digital, yang
dilandasi oleh perspektif keislaman yang moderat dan kontekstual;
Memberikan Perspektif Alternatif dalam Debata Publik, banyak debat
publik seputar regulasi teknologi (seperti UU ITE, UU PDP) berlangsung
secara dikotomis antara kebebasan dan kontrol. Buku ini menyodorkan
perspektif ketiga: pendekatan berbasis nilai (value-based approach) yang
berasal dari khazanah Islam, yang dapat memperkaya dan mendewaskan
diskursus tersebut;

Menjadi Panduan bagi Pengambil Kebijakan dan Praktisi Industri, bagi
para regulator, buku ini menawarkan kerangka konseptual untuk
merumuskan kebijakan yang tidak hanya technologically feasible dan



legally sound, tetapi juga ethically and culturally grounded. Bagi praktisi

Tl dan startup, buku ini mengajak untuk merenungkan dampak sosial dan

moral dari produk yang mereka ciptakan, mendorong inovasi yang

bertanggung jawab (responsible innovation).

Struktur dan Cara Memanfaatkan Buku

Buku ini disusun secara sistematis untuk memandu pembara dari
landasan filosofis menuju aplikasi praktis. Bagian I: Fondasi Konseptual (Bab
1 & 2) membangun pemahaman tentang Society 5.0 dan merajut kerangka
teoritis integratif antara magashid syariah, teori hukum, dan etika teknologi.
Bagian ini adalah pondasi yang wajib dibaca untuk memahami logika seluruh
buku.

Bagian II: Tantangan Ethico-legal (moral hukum) Era Digital dan
Respons Islami (Bab 3, 4, & 5) adalah inti analisis. Bagian ini mengupas tiga
ranah Kritis: privasi data, kecerdasan buatan (Al), dan interaksi sosial digital.
Setiap bab dalam bagian ini dirancang dengan pola yang konsisten: (a)
mengurai konsep dan tantangan teknologis, (b) menganalisis respons dan
celah hukum positif, (c) menawarkan telaah mendalam dari perspektif nilai
dan fikih Islam, dan (d) menyimpulkan dengan prinsip-prinsip atau
rekomendasi integratif. Pembaca dapat memilih membaca bab-bab ini secara
berurutan atau langsung melompat ke topik yang paling diminati, setelah
memahami fondasi di Bagian I.

Bagian I1l: Implementasi Pedagogis dan Rekomendasi (Bab 6, 7, & 8)
adalah bagian aplikatif. Di sini, kami menawarkan model kurikulum, metode
pembelajaran, dan strategi evaluasi untuk mengimplementasikan wawasan
ethico-legal (moral hukum) dalam dunia pendidikan tinggi. Bab penutup
memberikan sintesis dan agenda ke depan.

Untuk memaksimalkan pemanfaatan buku ini, kami memberikan
beberapa saran: (1) Bagi Mahasiswa, bacalah dengan pendekatan aktif-kritis.
Manfaatkan kotak “Studi Kasus” dan “Pertanyaan Reflektif” di setiap akhir
sub-bab untuk berdiskusi dengan teman atau merefleksikannya secara pribadi.
Gunakan “Glosarium” di lampiran untuk memahami istilah teknis. (2) Bagi
Dosen/Pendidik, buku ini dapat menjadi “peta” untuk merancang perkuliahan
baru atau memperkaya materi perkuliahan lama. “Contoh Rencana
Pembelajaran Semester (RPS)” di Lampiran B dapat diadaptasi. Kotak “Sudut
Pandang Hukum” dan “Sudut Pandang PAI” dalam setiap bab dapat menjadi
bahan untuk metode debat atau simulasi di kelas. (3) Bagi Peneliti: Perhatikan
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bagian “Agenda Riset Lanjutan” di Bab Penutup serta pertanyaan-pertanyaan
yang sengaja dibiarkan terbuka di seluruh buku. Ini adalah ladang subur untuk
penelitian lebih lanjut. (4) Bagi Praktisi dan Masyarakat Umum, fokuslah pada
Bagian Il dan kesimpulan di setiap bab. Bagian ini memberikan analisis
praktis terhadap isu-isu yang dihadapi sehari-hari. Gunakan kerangka berpikir
yang ditawarkan untuk menilai kebijakan platform digital, melindungi hak-
hak digital Anda, dan berinteraksi secara lebih bijak di dunia maya.
Akhirnya, kami menyadari sepenuhnya bahwa buku ini adalah langkah
awal, bukan kata akhir. Ruang interdisipliner antara etika, hukum, dan
teknologi adalah lautan yang masih sangat luas dan senantiasa bergelombang.
Kritik, koreksi, dan masukan dari para pembaca sangat kami nantikan untuk
menyempurnakan edisi-edisi mendatang. Semoga karya kolaboratif ini dapat
menjadi setetes embun penyejuk di tengah gersangnya diskusi teknologi yang
sering kali mengabaikan dimensi humanis dan transendental; menjadi lampu
penuntun bagi generasi muda untuk menjalani kehidupan digital yang tidak
hanya cerdas dan taat hukum, tetapi juga penuh kebajikan dan makna.
Selamat membaca, merenung, dan beraksi!
Penulis
Simalungun,
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BABI
PENDIDIKAN DI TEPTIAN
REVOLUSI DIGITAL:
TANTANGAN DAN PELUANG

A. PENDAHULUAN
Pendidikan, dalam fungsinya yang paling hakiki, senantiasa berdiri di

persimpangan antara memelihara warisan nilai peradaban (cultural
transmission) dan mempersiapkan manusia untuk menghadapi masa depan
yang belum terpetakan (future preparedness). Pada awal abad ke-21 ini,
persimpangan tersebut telah berubah menjadi sebuah tebing yang curam dan
dinamis, yang disebut sebagai Revolusi Digital. Gelombang disrupsi yang
dibawa oleh konvergensi teknologi digital, fisik, dan biologis dikenal sebagai
Revolusi Industri 4.0 telah mengkristal menjadi visi Society 5.0, sebuah
masyarakat super-cerdas (super-smart society) yang berpusat pada manusia.
Transformasi ini bukan sekadar perubahan alat bantu pembelajaran dari papan
tulis ke tablet, melainkan pergeseran paradigmatis yang menyentuh hakikat
pengetahuan, otoritas keilmuan, interaksi sosial, dan bahkan konsep diri
manusia.

Pendidikan merupakan pondasi bagi pembangunan manusia dan sosial-
ekonomi suatu bangsa. Dalam tatanan global yang ditandai oleh percepatan
digitalisasi dan kemajuan teknologi informasi, dunia pendidikan mengalami
transformasi fundamental — tidak hanya sebagai respons terhadap evolusi
teknologi, tetapi sebagai komponen inti dari revolusi digital itu sendiri.
Perubahan ini tidak sekadar memengaruhi sarana pembelajaran, namun juga
merombak paradigma pedagogis, struktur institusional, dan keterampilan
yang dibutuhkan peserta didik agar tetap relevan di abad ke-21 (Mukhamad
Saekan Muchith, 2023).
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Revolusi digital yang dipercepat oleh era Society 5.0 dan dampak
pandemi COVID-19 terhadap pendidikan telah memaksa lembaga pendidikan
untuk mengadopsi teknologi dengan skala dan kecepatan yang sebelumnya
tidak pernah terjadi. Teknologi digital kini menjadi ujung tombak dalam
penyelenggaraan pembelajaran, akses informasi, dan administrasi pendidikan.
Transformasi tersebut membawa berbagai tantangan baru, seperti kesenjangan
digital, keterbatasan kompetensi pendidik, dan ketidakmerataan infrastruktur
teknologi. Sebaliknya, revolusi digital juga menghadirkan peluang luar biasa,
seperti pembelajaran yang bersifat personalized, akses pendidikan yang lebih
luas, dan efisiensi dalam proses pembelajaran (Raja Ganda Silalahi, 2025).

Dalam konteks Indonesia, percepatan adopsi teknologi pasca-pandemi
telah menjadikan lompatan digital bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan.
Laporan We Are Social (2024) mencatat penetrasi internet di Indonesia telah
melampaui 80% dari populasi, dengan rata-rata waktu penggunaan di atas 8
jam per hari. Fakta ini menggambarkan sebuah realitas baru: ruang kehidupan
utama masyarakat, khususnya generasi muda, telah bermigrasi dan mengalami
hibridisasi dengan ruang digital. Pendidikan, termasuk Pendidikan Agama
Islam (PAI) dan Pendidikan Hukum, yang terlambat atau gagal merespons
realitas ini, berisiko besar menjadi irrelevan, kehilangan kontekstualitas, dan
gagal menjalankan misi pencerahan dan pencerdasan kehidupan bangsa. Bab
ini akan membedah tantangan dan peluang yang dihadapi dunia pendidikan,
khususnya dalam bidang PAI dan Hukum, di tepian revolusi digital ini, serta
memperkenalkan kerangka integratif yang mendesak untuk diadopsi.

Pada tataran kebijakan, revolusi digital menuntut penyesuaian
kurikulum, peningkatan kapasitas pendidik, serta strategi pendidikan yang
mampu mengantisipasi kebutuhan dunia kerja masa depan. Pendidikan tidak
lagi hanya bertumpu pada penguasaan konten, tetapi juga pada pengembangan
keterampilan berpikir kritis, kolaborasi digital, dan literasi teknologi.
Keterampilan seperti ini menjadi syarat mutlak agar peserta didik mampu
beradaptasi dan bersaing dalam masyarakat digital yang berorientasi pada
inovasi dan pengetahuan (Darmayasa Darmayasa, Mohamad Awal Lakadjo,
Andra Juasa, Erfina Rianty, Efitra Efitra, Ni Luh Putri Wirautami, 2025).

Lebih jauh, revolusi digital mengubah bentuk interaksi dalam lingkungan
belajar mengajar. Platform learning management systems (LMS), aplikasi
pembelajaran digital, sumber belajar online, serta kecerdasan buatan
menjembatani pembelajaran saluran ganda (blended learning) yang lebih
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fleksibel dan adaptif. Meski demikian, akses yang tidak merata terhadap
teknologi ini juga memperlebar jurang ketimpangan — antara wilayah urban
dan rural, antara kelas sosial atas dan bawah, serta antara lembaga pendidikan
yang siap dan yang tertinggal secara teknologi (Raja Ganda Silalahi, 2025).

Dengan demikian, fenomena pendidikan di tepi revolusi digital bukan
sekadar perubahan teknologi, tetapi merupakan tantangan sistemik dan
peluang strategis yang mensyaratkan perumusan ulang visi pendidikan
nasional. Kondisi ini memerlukan refleksi kritis terhadap arah transformasi
pendidikan, baik dari aspek kebijakan, pedagogi, maupun kapasitas pelaku
pendidikan, sehingga pendidikan tidak hanya beradaptasi tetapi juga mampu
memimpin perubahan.

Society 5.0 diusung oleh pemerintah Jepang sebagai solusi atas tantangan
sosial (seperti populasi menua dan energi) dengan memanfaatkan kemajuan
teknologi Revolusi Industri 4.0 Internet of Things (loT), Artificial Intelligence
(Al), Big Data, dan robotika secara maksimal untuk mencapai pembangunan
berkelanjutan yang berpusat pada manusia (Yuko Harayama, 2018). Konsep
ini melampaui otomasi dalam Industry 4.0, dengan menekankan pada integrasi
ruang siber dan ruang fisik secara mulus untuk meningkatkan kualitas hidup
setiap individu (Bruno Salgues, 2018).

Dalam Society 5.0, data dari sensor di dunia nyata (1oT) dianalisis oleh
Al di dunia siber, dan hasilnya dikembalikan ke dunia fisik dalam bentuk
layanan atau tindakan yang memudahkan manusia. Implikasinya bagi
pendidikan sangat mendalam. Proses pembelajaran tidak lagi bisa dipandang
sebagai transmisi informasi satu arah dari pengajar yang mahatahu
(omniscient) kepada peserta didik yang pasif. Informasi telah menjadi
demokratis dan melimpah ruah. Fokus pendidikan harus bergeser ke
pengembangan kompetensi higher-order thinking skills (HOTS) seperti
analisis kritis, evaluasi, kreasi, serta yang terpenting, kebijaksanaan etis
(ethical wisdom) untuk memilah, mengelola, dan menggunakan informasi
serta teknologi tersebut secara bertanggung jawab (lhza Ari Pratama, 2025).
Peserta didik perlu menjadi prosumer (produser dan konsumen) pengetahuan
yang cerdas dan berkarakter.
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Gambar 1. 1 Evolusi Menuju Society 5.0: Konteks bagi Pendidikan
Sumber: Dimodifikasi dari (Yuko Harayama, 2018)

Revolusi digital telah melahirkan sebuah "ruang baru" ruang siber yang
sifatnya borderless (konsep yang merujuk pada menghilangkan batasan, baik
secara fisik, digital, maupun sosial, yang sering muncul dalam konteks
globalisasi, teknologi, dan pencetakan), asynchronous (konsep di mana tugas
atau komunikasi tidak terjadi secara langsung pada waktu yang sama (real-
time), memberikan fleksibilitas kepada partisipan untuk berinteraksi atau
menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal mereka sendiri, seperti mengirim
email yang tidak perlu dibalas segera atau menonton video rekaman kuliah
kapan saja), dan seringkali anonymizing (tindakan menyamarkan atau
menghilangkan informasi identitas pribadi (PIl - Personally ldentifiable
Information) seseorang atau data dalam suatu kumpulan data untuk
melindungi privasi). Ruang ini dengan cepat menjadi medan bagi sejumlah
dilema etiko-legal yang kompleks, yang menjadi tantangan langsung bagi
pendidikan nilai dan hukum.

1. Kirisis Privasi dan Budaya Surveillance
Konsep privasi, yang dalam hukum positif dilindungi sebagai hak

asasi (lihat UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU PDP No. 27

Tahun 2022), dan dalam Islam tercermin dalam konsep hurmah al-

khushushiyyah (penghormatan terhadap urusan privat), mengalami erosi

massif. Praktik data harvesting (proses otomatis mengumpulkan data
dalam jumlah besar dari berbagai sumber digital (situs web, media sosial,
aplikasi) untuk analisis, sering kali tanpa sepengetahuan pengguna,
bertujuan mendapatkan wawasan bisnis, tren, atau perilaku konsumen,
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BAB III
KEDAULATAN DATA DAN
PRIVASI DIGITAL DALAM ISLAM

Kalau kita renungkan, setiap zaman punya mata uangnya sendiri. Dulu
ada era tanah, lalu era minyak, dan sekarang? Sekarang kita hidup di era data.
Setiap Klik, setiap tap, setiap lokasi yang Kita bagikan, semua itu adalah jejak
digital berharga yang dikumpulkan, dianalisis, dan diperdagangkan. Di satu
sisi, ini memudahkan hidup kita. Tapi di sisi lain, ada rasa was-was: seberapa
aman data pribadi kita? Siapa yang sebenarnya punya kuasa atas informasi
tentang diri kita ini?

Di Indonesia, situasinya cukup memprihatinkan. Menurut laporan ICT
Institute tahun 2023, hampir tiga perempat dari kita tidak pernah baca syarat
dan ketentuan privasi sebelum centang "setuju™ (Pusnas, 2021). Parahnya lagi,
hampir semua orang pernah dapat telepon atau pesan penawaran dari nomor
tak dikenal, tanda jelas data kita sudah bocor ke mana-mana. Sementara survei
Microsoft tahun yang sama menempatkan Indonesia di peringkat terendah se-
Asia Tenggara dalam hal kesopanan dan keamanan berinternet (CNN
Indonesia, 2021).

Dua fakta ini seperti dua sisi mata uang yang sama: di satu sisi kita mudah
sekali membagikan data, di sisi lain kita belum sepenuhnya sadar akan
risikonya. Inilah yang saya sebut sebagai krisis berlapis, krisis regulasi, krisis
literasi, dan yang paling mendasar, krisis etika tentang bagaimana kita
memandang diri sendiri di ruang digital.

Nah, dalam bab ini, kita akan mencoba mengurai benang kusut ini dengan
pendekatan yang menyeluruh. Kita akan mulai dari fondasi etika Islam tentang
privasi, lalu melihat bagaimana hukum positif kita (khususnya UU PDP)
mencoba menjawab tantangan ini, dilanjutkan dengan membedah beberapa
kasus nyata, dan terakhir kita akan bahas bagaimana membangun budaya
literasi data yang tidak sekadar teknis, tapi juga punya dasar spiritual yang
kuat.
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A. KONSEP PRIVASI (HURMAH AL-KHUSHUSHIYYAH) DAN
HAK MILIK (HAQ AL-MILKIYYAH) DALAM FIKIH KLASIK
& KONTEMPORER

1. Privasi itu Bukan Barang Baru Dalam Islam

Dalam tradisi keilmuan Islam, konsep privasi tidak hanya dipandang
sebagai sekadar ruang personal tanpa gangguan, tetapi sebagai hak dan
kehormatan yang dilindungi oleh syariat. Istilah hurmah al-
khushushiyyah secara etimologis mengacu pada manfaat personal dan
karakter privat seseorang yang tidak boleh disakiti atau dihina tanpa
sebab yang sah. Privasi ini mencakup ranah pribadi, seperti kehidupan
keluarga, catatan pribadi, integritas tubuh dan kehormatan sosial, serta
data yang melekat pada individu (mis. identitas, informasi pribadi,
komunikasi) yang secara eksplisit maupun implisit merupakan bagian
dari kehormatan manusia.

Seringkali kita mengira persoalan privasi digital ini adalah masalah
baru yang hanya muncul di abad 21. Padahal, kalau kita telusuri khazanah
pemikiran Islam, konsep tentang menghormati ruang privat seseorang
sudah sangat kuat dasarnya. Ini berakar dari cara Islam memandang
martabat manusia.

Islam menjamin privasi sebagai bagian dari magashid al-syariah
yang menjaga kehormatan (hifzh al-’ird) dan jiwa (hifzh al-nafs). Al-
Qur’an menyerukan larangan mengintai dan mengungkap aib (ghibah)
tanpa izin, yang secara prinsipil menegaskan bahwa masuknya pihak lain
ke dalam ruang pribadi seseorang tanpa izin merupakan perbuatan yang
dilarang (Q.S. al-Hujurat: 12).
e’szaadm\z,\wmy}ﬁ\uu\umu\uu\ \)us \}m;\ \}\A\cu.\ﬂ\l.@_qh

PO BT \,m\}‘ﬁn)sﬁmm\egdsudsuu\esh\w\m
Artinya: (Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari
prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa) artinya,
menjerumuskan kepada dosa, jenis prasangka itu cukup banyak, antara
lain ialah berburuk sangka kepada orang mukmin yang selalu berbuat
baik. Orang-orang mukmin yang selalu berbuat baik itu cukup banyak,
berbeda keadaannya dengan orang-orang fasik dari kalangan kaum
muslimin, maka tiada dosa bila kita berburuk sangka terhadapnya
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menyangkut masalah keburukan yang tampak dari mereka (dan
janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain) lafal Tajassasuu
pada asalnya adalah Tatajassasuu, lalu salah satu dari kedua huruf Ta
dibuang sehingga jadilah Tajassasuu, artinya janganlah kalian mencari-
cari aurat dan keaiban mereka dengan cara menyelidikinya (dan
janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain) artinya,
janganlah kamu mempergunjingkan dia dengan sesuatu yang tidak
diakuinya, sekalipun hal itu benar ada padanya. (Sukakah salah seorang
di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati?) lafal
Maytan dapat pula dibaca Mayyitan; maksudnya tentu saja hal ini tidak
layak kalian lakukan. (Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya)
maksudnya, mempergunjingkan orang semasa hidupnya sama saja
artinya dengan memakan dagingnya sesudah ia mati. Kalian jelas tidak
akan menyukainya, oleh karena itu janganlah kalian melakukan hal ini.
(Dan bertakwalah kepada Allah) yakni takutlah akan azab-Nya bila
kalian hendak mempergunjingkan orang lain, maka dari itu bertobatlah
kalian dari perbuatan ini (sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat)
yakni selalu menerima tobat orang-orang yang bertobat (lagi Maha
Penyayang) kepada mereka yang bertobat.

Perilaku semacam ini dalam konteks digital modern dapat
diterjemahkan sebagai pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data
pribadi (Does Islam Protect Digital Privacy?(Misbahun Nidhom, 2025).

Dalam fikih klasik, para ulama juga membahas pentingnya
menghormati batas-batas pribadi sesama manusia. Sebagai contoh,
pelarangan tajassus (intipan atau penyelidikan tanpa izin) menunjukkan
bahwa informasi yang bersifat privat tidak boleh diakses dan disebarkan
tanpa persetujuan pemiliknya. Hal ini selaras dengan prinsip bahwa
privasi merupakan hak inheren manusia yang harus dihormati
(Nurhikma, Idris Alfarizi, 2025)

Kalau kita runut, setidaknya ada tiga lingkaran privasi yang dijaga
dalam tradisi Islam:

Pertama, privasi fisik. Ini yang paling konkret. Larangan masuk
rumah orang tanpa izin (seperti dalam QS. An-Nur: 27-28),
gssﬁesswm‘;; [PARE \wLu@;?SJ}u‘)fmh)u Umnz i siale umu@;t
a8 Tarn 51 &0 (18 )5 R0 (0355 (32 5155 S8 108 1aad 15505 2 (48 (558 &I

sle & sl Ly 45 &1 851 5
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Artinya: 27. (Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian
memasuki rumah yang bukan rumah kalian sebelum meminta izin)
maksudnya sebelum kalian meminta izin kepada empunya (dan memberi
salam kepada penghuninya). Seseorang jika mau memasuki rumah orang
lain hendaknya ia mengucapkan, "Assalaamu Alaikum, bolehkah aku
masuk?" demikianlah menurut tuntunan hadis. (Yang demikian itu lebih
baik bagi kalian) daripada masuk tanpa izin (agar kalian selalu ingat)
lafal Tadzakkaruuna dengan mengidgamkan huruf Ta kedua kepada
huruf Dzal; maksudnya supaya kalian mengerti akan kebaikan meminta
izin itu, kemudian kalian mengerjakannya; 28. (Jika kalian tidak
menemukan seorang pun di dalamnya) maksudnya orang yang
mengizinkan kalian masuk (maka janganlah kalian masuk sebelum
kalian mendapat izin. Dan jika dikatakan kepada kalian) sesudah kalian
meminta izin ("Kembalilah" maka hendaklah kalian kembali. Itu) yakni
kembali itu (lebih bersih) dan lebih baik (bagi kalian) daripada berdiam
menunggu di pintu (dan Allah terhadap apa yang kalian kerjakan) yakni
mengenai memasuki rumah orang lain dengan memakai izin atau tidak
(Maha Mengetahui) Dia kelak akan membalasnya kepada kalian.

Kewajiban menutup aurat, sampai penghormatan terhadap jenazah,
semua ini bagian dari menjaga batas fisik seseorang. Imam Al-Ghazali
dalam Ihya' Ulumuddin bahkan menyebut menjaga aurat sebagai bentuk
pemuliaan diri (Imam Al-Ghazzali & Transleted by Malik Karim
Amrullah, 1963).

Kedua, privasi informasi dan komunikasi. Di sini larangannya jelas:
jangan memata-matai  (tajassus), jangan menyebarkan rahasia
percakapan, dan tentu saja larangan yang kita semua tahu ghibah.

Ketiga, privasi batin. Ini yang paling dalam. Ruang pikiran dan niat
seseorang adalah wilayah antara dia dengan Tuhannya. Nabi SAW
pernah bersabda: ) )

d\_‘n(.\lm}‘\_\jn i.u\gm@.d\ucf«_m&u\ G.?JSJ.\)& S

«alSE 31 Jaxd Al gl 4y S8R G ) G SEaS A )
Artinya: Abu Hurairah -radiyallahu 'anhu- meriwayatkan dari Nabi #;
bahwa beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah memaafkan umatku terkait
apa yang terlintas dalam hati mereka, selama ia tidak melakukan
ataupun mengungkapnya.” (Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-
Bukhari, 2011).
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Nabi Muhammad 2mengabarkan bahwa seorang muslim tidak akan
dihukum dengan lintasan pikiran buruk dalam hati sebelum dilakukan
atau diungkapkan, karena Allah telah mengangkat dosanya serta
memaafkannya. Allah tidak menghukum umat Nabi Muhammad %
dengan sebab apa yang ada dalam pikiran dan yang terlintas dalam jiwa
selama itu belum mengakar dan ia merasa nyaman dengannya. Adapun
jika hal itu telah mengakar dalam hatinya, seperti kesombongan dan
kemunafikan, atau telah dilakukan dengan anggota tubuhnya, atau telah
diungkapkan dengan lisannya, maka ia akan dihukum dengan sebab itu.
Manfaat yang dapat diambil dari hadits tersebut ialah:

a. Allah -Tabaraka wa Ta'ala- melewatkan dan memaafkan pikiran dan
bisikan-bisikan yang muncul pada hati, yaitu yang dibisikkan oleh
jiwa dan yang melintas pada sanubari;

b. Ketika talak hadir dalam pikiran seseorang dan muncul dalam
benaknya, tetapi ia belum mengutarakannya maupun menulisnya,
maka hal itu tidak terhitung sebagai talak;

c. Pikiran hati tidak menjadi sebab seseorang dihukum sekalipun besar
selama tidak mengakar dalam hatinya dan belum dilakukan atau
diucapkan;

d. Besarnya kedudukan umat Nabi Muhammad # dengan
keistimewaan yang dimilikinya berupa tidak dihukum dengan sebab
pikiran hati, berbeda dengan umat-umat sebelum kita.

2. Hak Milik dalam Islam: Haq al-Milkiyyah

Hak milik (haqg al-milkiyyah) dalam hukum Islam adalah hak yang
melekat pada individu untuk memiliki, menggunakan, serta mengontrol
harta dan barang miliknya secara sah. Dalam konteks tradisional, ini
mencakup tanah, barang bergerak, dan harta lainnya. Namun, dalam era
digital, data pribadi sebagai identitas elektronik memiliki unsur manfaat,
nilai ekonomi, dan kontrol yang serupa dengan harta. Karakteristik ini
membuat perlindungan data pribadi dapat diletakkan sebagai bagian dari
hak milik yang layak dilindungi oleh hukum Islam dan hukum positif.

Dalam fikih Kklasik, kepemilikan ini dilindungi berdasarkan prinsip
larangan mengambil sesuatu yang bukan haknya tanpa izin (ghasb), serta
kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Ketika diterapkan pada
data digital, hal tersebut berarti: mengakses, menyimpan, menggunakan
atau menyebarkan data pribadi tanpa izin merupakan pelanggaran
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terhadap hak milik seseorang, khususnya terhadap identitas digital dan
informasi sensitif yang bersifat pribadi (Munti Kunmiati, 2025).

Di era kontemporer, banyak ahli hukum Islam dan peneliti lain
menganalisis bahwa hukum Islam tidak hanya memandang privasi
sebagai kehormatan sosial dan moral, tetapi juga sebagai hak yang
bersifat ekonomis dan moral. Perlindungan terhadap data pribadi
dipandang sebagai bagian dari magashid al-syariah, khususnya hifzh al-
ird (perlindungan kehormatan) dan hifzh al-mal (perlindungan harta),
sehingga proses pengolahan data yang tidak etis dianggap merusak kedua
magashid ini.

Data Pribadi sebagai "Harta" Digital

Nah, persoalannya sekarang: di era digital, data pribadi kita, mulai
dari email, foto, lokasi, sampai riwayat pencarian, itu statusnya apa?
Apakah ini bisa dianggap sebagai harta?

Para ulama kontemporer mulai banyak yang membahas hal ini. Dr.
Ali Al-Qaradhaghi, misalnya, berargumen bahwa data pribadi itu
sebenarnya masuk dalam perluasan konsep hak milik (haqg al-milkiyyah).
Logikanya begini: data pribadi punya nilai ekonomi, bisa
diperjualbelikan, sama seperti harta pada umumnya. Selain itu, dari sudut
pandang magashid syariah, melindungi data pribadi ini sejalan dengan
dua tujuan besar: menjaga harta (hifzh al-mal) dan menjaga kehormatan
(hifzh al-'ird) (Al-Qaradaghi, 2010).

Pendapat ini diperkuat oleh fatwa MUI No. 20 Tahun 2021 yang
secara tegas menyatakan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak
privasi dan hak milik yang harus dilindungi. Fatwa ini menarik karena
tidak hanya normatif, tapi juga memberi prinsip praktis: pengumpulan
data harus dengan izin, punya tujuan jelas, proporsional, dan aman.

Tapi Privasi Bukan Hak Mutlak

Meski Islam sangat menghormati privasi, bukan berarti hak ini
absolut. Ada situasi di mana privasi bisa dibatasi untuk kepentingan yang
lebih besar, misalnya dalam penyelidikan kejahatan. Tapi perlu dicatat,
pembatasan ini tidak boleh sembarangan. Harus ada kepastian adanya
bahaya nyata, proporsional, melalui otoritas yang sah, dan bisa
dipertanggungjawabkan.

Prinsip ini penting sekali kita pegang ketika melihat praktik
pengawasan massal (mass surveillance) oleh negara atau korporasi.
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Tanpa kontrol yang ketat, apa bedanya dengan tajassus yang dilarang
agama?

B. ANALISIS HUKUM POSITIF: UU PDP DAN TANTANGAN
PENEGAKANNYA
1. UU PDP: Terobosan yang Sudah Lama Ditunggu

Setelah melalui proses yang Panjang, bahkan bisa dibilang molor,
akhirnya Indonesia punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
(UU No. 27 Tahun 2022). Kelahiran UU ini tidak bisa dipisahkan dari
dua hal: pertama, maraknya kasus kebocoran data di Indonesia (menurut
Privacy Rights Clearinghouse, dalam dua tahun terakhir ada lebih dari
15 kasus besar yang melibatkan ratusan juta data); kedua, tekanan untuk
mengejar ketertinggalan regulasi di tingkat global.

Berdasarkan data dan laporan keamanan siber terkini (menuju tahun
2025-2024), memang terjadi lonjakan drastis dalam kasus kebocoran data
berskala masif. Beberapa laporan, termasuk yang dipantau oleh Privacy
Rights Clearinghouse dan sumber riset keamanan lainnya, menyoroti
insiden dengan dampak luar biasa (Bappenas, 2024):

a. Kasus "Mother of All Breaches" (2024): Pada awal 2024, terungkap
kebocoran data yang dijuluki sebagai "induk dari segala kebocoran"
(Mother of All Breaches), yang melibatkan lebih dari 26 miliar
catatan dari berbagai platform besar seperti Twitter, Adobe, Canva,
LinkedIn, dan Dropbox;

b. National Public Data (NPD) (2024): Sebuah perusahaan data
broker di AS mengalami kebocoran yang mengungkap data sensitif
sekitar 1,3 miliar individu, dengan total 2,9 miliar catatan yang
bocor (termasuk nomor Social Security), akibat miskonfigurasi basis
data;

C. "Mega Leak" Kredensial 2025: Pertengahan 2025, ditemukan
kebocoran 16 miliar kredensial login (nama pengguna dan kata
sandi) yang mempengaruhi Google, Apple, Facebook, Telegram,
dan layanan lainnya;

d. Ticketmaster (2024): Kebocoran data yang berdampak pada lebih
dari 500 juta individu, mengekspos informasi pribadi dan
pembayaran.
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BAGIAN III
IMPLEMENTASI
PEDAGOGIS DAN
REKOMENDASI
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BAB VI
MODEL PEMBELAJARAN
INTEGRATIF PAI-HUKUM
UNTUK GENERASI 5.0

Setelah berjalan cukup panjang membahas fondasi teori dan menganalisis
tantangan etiko-legal di dunia digital, tibalah kita pada pertanyaan yang
mungkin sudah menggelitik sejak awal: "Bagaimana semua ini diterjemahkan
ke dalam ruang kelas?"

Pertanyaan ini bukan sekadar teknis. Ini adalah ujian nyata dari
keseriusan Kita. Bisa saja kita punya analisis yang sangat mendalam tentang
magashid syariah dan teori keadilan Rawls, tapi jika gagal merancang
pengalaman belajar yang memikat bagi mahasiswa generasi TikTok dan
ChatGPT, semua analisis itu hanya akan menjadi monolog akademis yang tak
menyentuh realitas.

Saya masih ingat percakapan dengan seorang mahasiswa beberapa
semester lalu. Setelah mengikuti mata kuliah Etika Islam yang cukup teoritis,
dia bertanya polos: "Pak, semua materi ini bagus. Tapi besok kalau saya dapat
job di start-up fintech, dan atasan minta saya mengumpulkan data user
sebanyak-banyaknya tanpa terlalu ribet soal izin, saya harus bilang apa?
Kasusnya gimana?"

Pertanyaan itulah yang menjadi titik tolak bab ini. Generasi yang kita
hadapi, Generasi Z dan Alpha, adalah generasi yang hidup dalam dualitas. Di
satu sisi, mereka digital native yang fasih dengan teknologi. Di sisi lain,
mereka seringkali kurang memiliki kerangka etika yang kokoh untuk
menavigasi dilema yang dibawa teknologi itu sendiri. Mereka butuh lebih dari
sekadar teori tapi mereka butuh ketrampilan menerapkan nilai dalam situasi
yang ambigu dan kompleks.

Bab ini akan mencoba merancang jembatan antara teori yang telah kita
bangun sebelumnya dengan praktik pembelajaran yang hidup, relevan, dan
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memerdekakan pikiran. Kita akan membahas tiga hal utama yaitu bagaimana
mendesain kurikulum yang adaptif, memilih metode pengajaran yang tepat,
dan memanfaatkan teknologi pendidikan (EdTech) secara cerdas, semua
dengan fokus pada integrasi Pendidikan Agama Islam dan Hukum.

Pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) selama ini sering kali
dilihat sebagai sesuatu yang jauh dari dinamika sosial dan teknologi. Padahal,
saat kita bicara tentang Generasi 5.0, di mana teknologi bukan hanya alat
tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari, pembelajaran yang lama tidak lagi
cukup. Generasi ini tumbuh bersama digital interface yang tidak terpisahkan
dari kehidupan sosial, kebudayaan, pekerjaan, bahkan etika dan hukum.
Karena itu, kita perlu merancang model pembelajaran yang tidak hanya
memuat konten agama secara tekstual, tetapi juga mengintegrasikan aspek
nilai, etika (terutama etika digital), dan kompetensi legal (hukum) dalam cara
yang bermakna untuk konteks zaman ini.

A. KURIKULUM ADAPTIF: MERANCANG LEARNING
OUTCOME YANG MENGAKOMODASI KOMPETENSI
ETHICO-LEGAL (MORAL HUKUM)

Kurikulum itu Seperti Peta, Buku Manual, dan Kompas Sekaligus

Bayangkan kita akan melakukan perjalanan panjang. Kurikulum yang
baik adalah peta yang menunjukkan rute, buku manual yang memberi tahu
cara menghadapi berbagai medan, dan kompas yang selalu mengingatkan arah
tujuan akhir. Problem kurikulum PAI dan Hukum di banyak kampus selama
ini, menurut pengamatan saya, seringkali hanya menjadi kumpulan silabus
yang dijejalkan, tanpa benang merah yang jelas menghubungkan satu mata
kuliah dengan lainnya, apalagi menghubungkan teori dengan realitas di luar
kampus.

Kurikulum tradisional PAI cenderung berisi kelompok tema klasik,
seperti Agidah, Akhlak, Figh, dan Sirah, yang sudah sejak lama diajarkan di
sekolah dan pesantren. Namun ketika dunia pendidikan harus berevolusi
mengikuti perkembangan teknologi, maksud dan tujuan pembelajaran juga
harus diperluas. Ini bukan sekadar menambah konten baru, melainkan
merumuskan kembali apa yang harus dipelajari siswa agar mampu berperilaku
benar di era digital.
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Learning outcome (hasil belajar) yang adaptif untuk era 5.0 tidak hanya
mencakup pengetahuan agama semata, tapi juga kompetensi etika digital,
literasi hukum dasar (etika legal), dan kemampuan membedakan benar-salah
dalam praktik dunia maya. Hal ini bukan sekedar jargon, tetapi kebutuhan
nyata di kelas: siswa harus mampu memahami hukum komunikasi digital, hak
cipta, perlindungan data pribadi, hingga konsekuensi hukum dari ujaran
kebencian, yang kerap mereka hadapi di medsos dan forum daring.

Penelitian tentang digitalisasi kurikulum pendidikan Islam menunjukkan
bahwa integrasi teknologi tidak bisa dilepaskan dari nilai moral dan karakter
(Dwi Adhi Widodo, 2026). Di atas itu, hasil kajian lain juga menegaskan
pentingnya aspek etis, bukan hanya aspek teknis digital, misalnya dalam
literasi digital yang tidak hanya teknis tetapi juga menyentuh dimensi spiritual
dan moral (Azhar, 2024). Dalam konteks ini, kurikulum adaptif seharusnya
terdiri dari tiga komponen utama:

1. Konten agama klasik yang relevan, seperti akhlak digital (menjaga adab
dalam ruang maya);

2. Kompetensi etika legal, termasuk aturan komunikasi yang sesuai hukum
dan etika Islam;

3. Literasi teknologi kontekstual, di mana siswa tidak hanya tahu cara pakai
teknologi, tetapi juga tahu implikasi nilai, etika, dan hukum dari
penggunaan teknologi tersebut.

Learning outcome bisa dirumuskan dalam bentuk yang lebih spesifik,
misalnya:

1. siswa mampu menjelaskan hubungan antara hukum positif dan nilai
agama dalam konteks komunikasi digital;

2. siswa mampu menerapkan prinsip magashid al-syariah ketika meminta
atau berbagi informasi di internet;

3. siswa menunjukkan etika komunikasi yang mencerminkan nilai amanah,
adab, dan keadilan ketika menggunakan platform digital.

Rumusan semacam ini memberi arah yang lebih jernih terhadap tujuan
pembelajaran di era digital, bukan hanya menghafal teks, tetapi
menginternalisasi nilai dan kompetensi etis legal yang relevan dengan
kehidupan sehari-hari.

Untuk mengintegrasikan Pendidikan Agama Islam dan Hukum dalam
konteks digital, kita butuh pendekatan kurikulum yang berbeda. Bukan

Ethico-Legal Studies Dalam Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner Untuk Generasi Era Society 5.0 | 83



sekadar menambah mata kuliah baru "Hukum dan Etika Digital", tapi
merombak cara berpikir (mindset) tentang apa yang penting untuk diajarkan.

Ini bukan pekerjaan mudah, tapi bisa dimulai dengan langkah-langkah

konkret.

1. Langkah Pertama: Mendefinisikan Learning Outcome yang Tidak Biasa
Learning Outcome (LO) atau Capaian Pembelajaran biasanya

dirumuskan dengan kalimat seperti: "Mahasiswa mampu memahami
konsep X" atau "Mahasiswa mampu menganalisis teori Y". Untuk
pendidikan integratif, LO harus lebih tinggi levelnya. Dia harus
mencakup tiga domain sekaligus: kognitif (pengetahuan), afektif
(sikap/nilai), dan psikomotor (keterampilan).

Mari kita ambil contoh kasus. Daripada LO yang berbunyi:

"Mahasiswa memahami konsep privasi dalam UU PDP dan hukum
Islam.”

Kita bisa rancang LO yang lebih integratif dan aplikatif:

"Mahasiswa mampu merancang skema informed consent untuk
aplikasi keagamaan digital dengan mempertimbangkan prinsip
ridha dalam muamalah, ketentuan Pasal 13 UU PDP, dan
antarmuka pengguna yang ramah."

Perbedaannya jelas. LO kedua memaksa mahasiswa untuk
mensintesis pengetahuan dari dua disiplin (PAI dan Hukum) dan
menerapkannya dalam produk konkret (skema informed consent) yang
menyentuh ranah teknis (antarmuka pengguna). Ini adalah contoh
learning outcome yang mengakomodasi kompetensi ethico-legal (moral
hukum).

2. Langkah Kedua: Merancang Peta Integrasi Kurikulum
Integrasi tidak berarti menghapus mata kuliah yang sudah ada. Tapi
lebih pada menciptakan tema-tema lintas mata kuliah (cross-cutting
themes). Misalnya, tema besar “"Kedaulatan Data dan Privasi" bisa
menjadi benang merah yang menghubungkan:

a. Mata Kuliah PAI, Fikih Muamalah Kontemporer (membahas

hurmah al-khushushiyyah dan haq al-milkiyyah atas data);

b. Mata Kuliah Hukum, Hukum Teknologi Informasi (membahas UU

PDP dan UU ITE);
¢c. Mata Kuliah Teknik/Informatika, Etika Profesi Tl atau Keamanan
Siber (membahas enkripsi dan privacy by design).
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Caranya? Dengan koordinasi intensif antar-dosen pengampu. Mereka
perlu duduk bersama di awal semester, mendiskusikan silabus, dan
menentukan titik-titik temu dimana mahasiswa akan mendapat tugas
yang melibatkan perspektif dari ketiga mata kuliah tersebut. Model ini
sering disebut "Curriculum Mapping" atau "Integrated Course Design".

PETA INTEGRASI KURIKULUM TEMA “KEADILAN ALGORITMA”

TEMA BESAR:
KEADILAN ALGORITMA
(Rukun, Beradab, Produktif)

[MATA KULIAH PAI] [MATA KULIAH HUKUM] [MATA KULIAH TEKNIK] |

« Filsafat Islam Negara « Etika Profesi Tl

Konsep: Due Process, Konsep: Bias dalam
Asas Proporsionalitas, | Algoritma, Audit Al
Hukum Tertulis i

» Akhlak & Tasawuf s Hukum Administrasi * Kecerdasan Buatan ‘

(HIR BERSAMA / TUGAS INTEGRATIF]

engaudit Bias Gender dalam
Aplikasi Rekrutmen Lokal “X" dan
Merancang Rekomendasi Perbaikan”

Gambar 6. 1 Peta Integrasi Kurikulum Tema "Keadilan Algoritma"

Langkah Ketiga: Menilai yang Dianggap Penting
Pepatah lama dalam pendidikan berbunyi "What gets measured, gets

done" Apa yang dinilai, itulah yang akan dikerjakan serius oleh

mahasiswa. Jika sistem penilaian kita masih didominasi ujian tulis yang
menuntut hafalan pasal dan definisi, jangan harap mahasiswa akan
mengembangkan kompetensi analisis etiko-legal yang kompleks.

Kita perlu mendiversifikasi alat penilaian. Beberapa contoh yang
bisa diterapkan:

a. Portofolio Reflektif, mahasiswa diminta mengumpulkan Kliping
berita atau kasus terkait etika digital sepanjang semester, lalu
menulis refleksi singkat untuk setiap kliping dengan analisis
menggunakan perspektif PAI dan Hukum;

b. Penilaian Kinerja (Performance Assessment), misalnya, mahasiswa
berperan sebagai konsultan etika untuk sebuah start-up. Mereka
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Mengapa Buku Ini Lahir?

Kita hidup di zaman yang paradoks. Di satu sisi, teknologi digital melaju dengan kecepatan luar biasa,
menghadirkan kemudahan yang belum pernah terbayangkan. Di sisi lain, gelombang disrupsi ini justru
memunculkan krisis nilai yang akut: maraknya hoaks dan ujaran kebencian, eksploitasi data pribadi, bias
algoritma yang diskriminatif, serta erosi empati dalam interaksi sosial. Generasi muda, yang paling fasih dengan
teknologi, justru sering kali terperangkap dalam dilema yang tak terjawab:“Secara hukum, ini boleh. Tapi secara
moral dan agama, apakah ini benar?”

Buku “Ethico-Legal Studies dalam Pendidikan Islam” hadir menjawab kegelisahan tersebut. Ini bukan
sekadar buku teori, melainkan sebuah gerakan intelektual yang berani merajut tiga benang ilmu yang kerap
berjalan sendiri-sendiri: Pendidikan Agama Islam (yang menjadi sumber nilai dan akhlak), limu Hukum (yang
memberikan rambu-rambu sosial), dan Teknologi Informasi (yang menjadi realitas operasional). Buku ini lahir
dari kolaborasi unik seorang dosen PAI dan seorang dosen/praktisi hukum, yang percaya bahwa solusi atas
masalah era digital haruslah holistik dan integratif.

Apa yang Dibongkar Buku Ini?

Buku ini membawa pembaca dalam sebuah perjalanan tiga bagian yang saling terhubung:
BAGIAN I: FONDASI KONSEPTUAL

Kita diajak untuk memahami lanskap tantangan di era Society 5.0, lalu membangun kerangka teori
yang kokoh. Bagian ini mendialogkan secara kritis prinsip-prinsip etika Islam (Maqashid Syariah dan Akhlak)
dengan teori-teori hukum Barat modern (Utilitarianisme, Deontologi, Keadilan Sosial). Dari sini, lahir konsep
“Ethico-Legal Studies” sebagai pendekatan interdisipliner baru yang menjadikan nilai sebagai kompas dan
hukum sebagai rambu.

BAGIAN I1: TANTANGAN ETIKO-LEGAL ERA DIGITAL DAN RESPONS ISLAMI

Di bagian ini, teori dihadapkan pada realitas paling pelik. Tiga bab utama membedah:
|. Kedaulatan Data & Privasi, menganalisis konsep hurmah al-khushushiyyah (privasi) dalam fikih vs. UU PDP,
dilengkapi studi kasus kebocoran data dan ghibah digital;

2. Kecerdasan Buatan (Al) & Tanggung |awab Moral, mengeksplorasi batasan kreasi manusia dalam lslam,
problem liability hukum untuk keputusan Al, dan prinsip keadilan (al-‘Adalah) dalam mendesain algoritma;

3. Interaksi Sosial di Ruang Maya, mengkritisi UU ITE dan problem “pasal karet”, serta menawarkan konsep Adab
al-Hiwar (etika dialog) Islam sebagai antidot bagi hate speech, bullying, dan hoaks.

BAGIAN I11: IMPLEMENTASI PEDAGOGIS DAN REKOMENDASI

Inilah kekuatan unik buku ini: tidak berhenti pada analisis, tetapi menawarkan jalan keluar yang
praktis. Bagian ini memberikan panduan konkret untuk:

. Merancang kurikulum adaptif dan metode pembelajaran integratif (Case-Based Learning, Simulasi Sidang,
Project-Based Learning) yang menumbuhkan kompetensi ethico-legal;

2. Mengembangkan instrumen evaluasi holistik yang mengukur karakter, bukan sekadar pengetahuan;

3. Membangun jejaring advokasi dengan pesantren, regulator, dan industri untuk memperluas dampak ke luar
kampus;

4.Menyusun peta jalan kolaboratif menuju masa depan digital yang humanis dan berhukum.
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